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Abstract

It is the time that the International Human Rights regulate civil accusation to the state .of
sen'ous Human Rights offender andforum orthecourt applied bytheStateautomatically.
Itwill be lose theimmunity when he make thesen'ous human rights offenderi lnorderthat
the litigant is not the winnerin formal, so international law instrument both bilateral and
regionalor universalmust regulate the further state propertyimmunity. •

Pendahuluan
tm

Tulisan ini berawal dari kasus Sulaiman

Al-Adsahi'v Pemerintah Inggris. Sulaiman A!--
AdsanI,- seorang pjlot berkewarganegaraan
ganda Inggris dan Kuwait, ditangkap secara
paksa tanpa melalui prosedur hukum, bahkan
disiksa oleh-tentara'Kuwait saat yang
bersangkutan mengunjungi Kuwait tak lama
setelah berakhimya Perang Teluk I. Al-Adsani
dituduh menyebarluaskan kaset video
penyimpangan sexual.Sheikh Jaber Al Sabah
Al Saud. saudara Emir Kuwait kepada publik.^

Tanggal 2 Mei 1991 Sheikh dan dua or-
ang bersenjata lainnya masuk ke rumah Al-

Adsani, memukulinya dengan senjata dan
membawa paksa yang bersangkutan dengan
jeep pemerintah ke rumah tahanan. Kuwait
{Kuwaiti State Security Prison). Selama tiga
hari Al-Adsani menerima berbagaipenyiksaan.
Tanggal 5 Mel dibebaskan dari rumah
tahanan, namuntanggal 7 Mei Sheikh datang
lag! ke rumahnya dengan mobil pemerintah
dan membawa paksa lagiAI-AdsanI ke istana-
Emir Kuwait. Di tempat tersebut Al-Adsani
kembali mengalami berbagai penyiksaan.
Kepalanya dibenamkan beberapa kali di
kolam renang. Al-Adsani juga dimasukkan ke

. ^ Al-Adsani v United Kingdom, App. No.35763/97i paragraf 10, November, 21; 2001, htto://
www.echr.coe.int/enQ/iudoments. htm
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mangan kecil dimana Sheikh menyiramnya
dengan minyak tanah serta membakar matras
yang akhirnya membakar tubuh Al-Adsani,
yang dikurung di dalamnya. Al-Adsani
menderita luka bakar yang amat serius.
Tanggal 17 Mei Ai-Adsani dipuiangkan ke^
inggris dan dirawat di rumah sakit beberapa
minggu. Di samping menderita cacatflsik, iuka
bakar yang serius dan bekas-bekas
pemukuian, Ai-Adsani juga menderita depresi
beratdan trauma{Post-traumatic stress disor
der) akibat pengaiaman buruk yang
diaiaminya. Di samping itu ia juga seialu
merasa terancam karena sering diteror lewat
telepon untuk tidak mempublikasi apa yang
diaiaminya di Kuwait biia ingin jiwanya
selamat.2

Tanggai 29 Agustus 1992, Ai-Adsani
mengajukan kasusnya, menuntut tanggung
jawab dan ganti rugi dari Pemerintah Kuwait
kePengadiian inggris {England's High Courf).
Ada tiga elemen penting yang diajukan Ai-
Adsani dan pengacaranya untuk meminta
pertanggungjawaban pemerintah Kuwait,
yaitu;
1. Ai-Adsani ditahan di rumah tahanan

negara {State prison);
2. Mobil pemerintah digunakan pada

tanggai 2 dan 7 Mei untuk membawa Ai-
Adsani dari rumahnya;

3. Penyiksaan diiakukan oleh pejabat-
pejabat pubiik {public officials) juga
tentara Kuwait.

Pengadiian Inggris menoiak kasus ini
dengan aiasan kurang cukup memiliki
yurisdiksi. Kuwait berhakatas imunitas negara
asing berdasarkan U K State immunity Act
1978. Ai-Adsani harus menerima kekecewaan

yang sama di pengadiian tingkat banding,
dikalahkan dengan dasar imunitas negara.^

Tidak puas atas penoiakan ini, Ai-Adsani
mengajukan pemerintahnya ke European
Court of Human Right (ECHR), bahwa inggris
telah gagai meiindungi warganya dari
penyiksaan {torture) dan prinsip pengingkaran
terhadap keadilan {denial ofjustice principle),
dimana ia tidak mendapatkan hak-haknya
dalam proses hukum. Sayang sekaii,
kekaiahandengan aiasan yang sama kembaii
diterima Al-Adsani di ECHR.''

Putusan hakim pengadiian nasional
inggris maupun ECHR jeias mengundang
berbagai pertanyaan, kritik dan kecaman
keras, khususnya dari para pejuang hak asasi
manusia (HAM). Kasus ini dipandang dapat
menjadi preseden buruk bagi negara-negara
peianggar HAM yang akan beiiindung dibaiik
prinsip imunitas negara. Putusan inipun dapat
dipandang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip
penghormatan terhadap HAM dalam hukum
internasionai. Dewasa ini HAM semakin

mendapat tempat dalam percaturan global.
Berbagai peradiian balk nasional maupun
internasionai digelar untuk mengadili pelaku-
pelaku pelanggaran HAM berat, kejahatan
terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang

'Ibid, paragraf11-13
^Capiain, Lee. M, "State immunity, Human Rihgts, and Jus Cogens: a Critique ofthe Normative

Hierarchy Theory", American Journal oflntemationalLaw, voi97,2003, him. 741
%id
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Individu pelaku .pelanggaran HAM berat tidak
dapat lagi berlindung dibalik'negaranya.
Dengan adanya kasus A!-Adsani dikawatirkan'
negara akan 'berlindung dibalik^ imuhitasnya
untuk melepaskan tanggungjawabhya.—'

Berdasarkan kasus Al-Adsani y
Pemerintah' Inggris yang telah diputus oleh
hakim Europear)^ Court on Human Rights
sebagaimana' dipaparkan dl atas. Tulisan
beirkut in! akan mencbba; melihat
pertimbangan-pertimbangan .hukum apa.
sebenarnya yang digunakan hakim dalam
kasusA!-Adsani vPemerintah Inggris sehingga
Kuwait tidakdapat dihadapkan ke Pengadilan
inggris dalatfi- kasus pelanggaran HAM Berat
yang menimpa Al-Adsani serta mengkaji lebih
ianjut' pertimbangan-pertiriibangan hukum
tersebut dalam perspektif hukum
intemaslonal '

Imunitas Negara Asing dl Pengadilan
Nasional

Doktrin iniunltas negara adaiah suatu
doktrin yang niengijlnkan suatu negara
menuntiit imunitas atau kekebalah di depan
pengadilan nasional negara asirig berkaitan
dengan penerapan hukum Ibkal negara^asing
yang bersangkutan. Negara dalam berbagai'
bentuk penampakan seperti departemeri'
pemerintah. pejabat negara, kepala negara
mampu rhelepaskan diri darl penerapan
hukum nasional yang dilakukan' oleh

pengadilan nasional negara iain.^; ,
Poktrin imunitas negara asing (fpre/gn

stateimmunity) telah berkembang sedemikian '
rupa-dalam hukum iriternasionai. Pada
periodepertama,abad 16-18,doktrin ini diakui
berlaku absolut. Negara asing menikmati
imunitas penuh dari proses pengadilan
nasional. Dasar pemberian imunitas negara
ini antara.lain; prinsip par in patemnon habet
imperium, bahwasuatu negaraberdaulat tidak
dapat menjalankan jurisdiksinya terhadap
negara berdaulat lainnya; juga prinsip
resiprositas dan sopan santuri internasionah^
Suatu negara secara mutlak'tidak dapat-
digugat di hadapan forum hakim negara lain.
Kapanpun dan dalam hal apapun negara
dapat menuntut imiinitas dari pelaksanaan
yurisdiksi pengadilan nasional kareria iaadaiah
suatu negara.'

Konsep imunitas absolut ini tidak lepas
dari peridapat-pendapat para saijari'a tentang
kedaulatan negara. Jean Bodin misalnya,
adaiah sarjana pertama yang menganggap
bahwa kedaulatan sebagai atribut negara.
sebagai sifat khas negara. Tanpa kedaulatan
tidak ada negara dan kedaulatan adaiah
kekuasaan mutlak dan abadi dafi negara^'
Jessup menyatakan bahwakedaulatanadaiah
suatu konsepyangpenting dan sempuma. Jika
kedaulatan tidak absolut bagi suatu negara
nftaka tidak lengkaplah negara sebagai yang
berdaulat Konsep kedaulatan yang absolut
sebagaimana dikemukakan.para pakar

^Dixon, Martin, Textbookon intemationaI'Law, fdurt edition (London: Blackctone Press Limited,'
United Kingdom, 2000),him.174

^ ^Starke,'Jg,/nfroducf/on to/n/emaf/oria/Z.aw(London: Butterworths, 9"'edition, 1984), hlm.203.
'Dixon,'Martin,op.c/f,hlm. 158' J '
^udha Bhaktl, *Pengertian Jus CogensDalam Konvensi Wina 1969Tentang Hukum Perjanjian',

dalamMajalah Padjadjaran, No I, (Bandung: FH Univeritas Padjadjaran, 1981),him. 44
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hukum tata negara inilah menjadi pemicu
bahwa tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi
dari negara (//je nation state)dan lahirlah teori
imunitas negara absolut. Dari teori ini puia
berkembang teori non intervensi bahwa negara
berhak menolak intervensi asingJ®

Imunitas absolut diterapkan pengadiian-
pengadiian Inggris antara lain dalam kasus
The Prins Frederick 1820, kasus de Habervs
The Queen of Portugal tahun 1851, Dalam
kasus-kasus inl' pengadilan Inggris
menyatakan tidak mempunyai yurisdiksi
terhadap-negara asing." Apabila suatu
perbuatan berasal dari negara berdaulat yang
diakui.oleh pemerintah negara mereka, maka
hakim di negara-negara Anglo Saxon merasa
tidak mempunyai wewenang untuk
mengadakan pengujian terhadap tindakan
negara tersebut yang telah melakukannya
sebagai suatu negara yang berdaulat.'̂

Periode kedua, abad 19, praktek negara-
negara menunjukkan pada pengakuan
imunitas negarasecara restriktif. Pada periode
ini berkembang doktrin tindakan negara.
Tindakan negara dibedakan dua, acfa lure
imperil dan acta'iure gestionis." Hanya untuk
tindakan negaradalam kategori lure gestionis-

lah negara dapat dituntut dl depan forum
pengadilan negara asing. Hakim Marshall
dalam kasus Schooner Exchange
menegaskan bahwa suatu negara karena
tindakan-tindakan komersialnya dapat
diajukan kepengadilan nasional suatunegara.
Sebab, dengan tindakannya itu negara
dianggap menanggalkan atribut kedaulatannya
dan bertindak selaku orang perorangan agar
ia dapat berkedudukan sejajar dengan mitra
usahanya.'* Adapun dalam perkara-perkara
lure imperil negara menikmati kekebalan di
depan forum pengadilan asing. Dalam kasus
OPEC (Organization of Petroleum Exportir
Countries) lawan lAM (International Associa
tion Machinist and Aerospase Workers)
misalnya, Pengadilan Amerika Serikat
memutuskan bahwa tindakan negara-negara
OPEC menaikkan harga minyak adalah suatu
tindakan untuk mengatur seefisien mungkin
kekayaan alam negara-negara tersebutdalam
rangka meningkatkan kesejahteraan dan
pembiayaan pembangunan negara mereka.
JadI, merupakan tindakan negara dalam
kualitas lure imperii, sehingga Pengadilan
Nasional tidak mempunyai yurisdiksi untuk
mengadlli tuntutan penggugat (lAM).!®

^"Jackson, HJohn, "Sovereignty-Modern: ANew Approach To an Outdated Concept", dalam
American JournalofIntemational Law(AMI) Vol 97,2003, him. 782

"/£>/d

"Sudargo Gautama, Soal-soal AMuaa! Hukum Perdata Intemasional, Alumni, Bandung, 1981,
him. 178 Kasus yang dapat dikemukakan antara lain adalah kasus Promissiry Notes antara Ernest Storr vs
Republik Indonesia yang diadili di District Court ofArizona. Dalam kasus Ini pengadilan menyatakan menerlma
eksepsi tergugat Pemerintah Indonesia (Departemen Pertahanan dan Keamanan). bahwa Pengadilan tidak
mempunyai yurisdiksi. Kasus selengkapnya lihat Sudargo Gautama, Aneka Perkara Indonesia diLuarNegeri
(Baiidung: Alumni, 1999), him. 36-37

"/t/ns gestionis adalah tindakan negara yang berhubungan dengan hai-hai yang komersial, adapun
iure imperii adalah tindakan negara yang berkaitan dengan kedautan negara semata., lihat Huala Adolf,
Aspek-Aspek negara dalam Hukum Intemasional (^akaria: Rajawali Press, 1991), him. 155

^♦/Wc/,hlm.156

• him. 179-180
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Suatu masalah yang dihadapi saat ini
dan belum mempeoleh jawaban yang
memuaskan menumt Dixon adalah berkaitan
dengan parameter kapan tindakan suatu
negaia ddsteg^dsn/ure imperii dan kapan
jure gestionis, suatu hal yang tidak mudah
dipecahkan menurut Dixon. Sebagai contoh
yang dikemukakan oleh Dixon adalah ketika
Negara A membuat kontrak penyediaan se
men dengan warga Negara B untuk
pembangunan barak tentara Negera A. Apakah
tindakan Negara Adalam kasus ini tergolong
jure imperii atau jure gesf/on/s? Dilihat dari
tujuan perbuatan {the purpose of the Act)
tindakan negara Adapatdikategorikan sebagai
jure/mperi/ tetapi dilihat dari sifat tindakan (the
nature of actf tindakan negara A tersebut
adalah jure gestionis karena bertransaksi
dengan membuat kontrak jual beli dengan
seorang warga negara asing.^®

Dalam praktek, di samping penggunaan
parameter berdasar tujuan tindakan dan sifat
tindakan, dikenal juga adanya pendekatan
pragmatis sebagaimana yang diterapkan oleh
Amerka Serikat, yaitu dengan membuat
klasifikasi tindakan-tindakan • negara
berdasarkan subject matter-nya. Sebagai
contoh adalah tindakan-tindakan administrasi
seperti pengusiran warga negara asing,
tindakan legislatif seperti nasionalisasi milik
asing, tindakan-tindakan berkaitan dengan
angkatan bersenjata, tindakan-tindakan
mengatur ekonomi dapat dipandang sebagai

«/b/d, him.169-171
mid

mid,h\m. 173
mid,h\m. 174

tindakan jure imperii tanpa memperhatikan
tujuan atau sifat tindakan."

Di samping itu menurut Dixon dalam
praktek penetapan jure imperii dan jure
gestionis sebagaimana yang diterapkan oleh
Inggris menggunakan thetwo-stage test-a con
textual approach. Pada tahap pertama diuji
apakah tindakan awal yang melibatkan warga
negara merupakan tindakan perdata atau
bukan sedangkan tahap berikutnya harus diuji
pula apakah tindakan yang menimbulkan
sengketa tersebut merupakan tindakan
perdata atau bukan.^® Diakui oleh Dixon adalah
cukup suiit menetapkan parameter yang bisa
memuaskan dan diterima secara universal.
Meskipun demikian, hai yang penting adalah
bahwa hukum internasional mengijinkan
negara menawarkan imunitas terbatas
bei^asar pembedaan jure gestionis dan jure
imperii. Sangat mungkin sekali dewasa ini
masih ada negara yang menganut imunitas
absolut, itu adalah masalah hukum nasional
yang bersangkutan. Yang jelas adalah bahwa
suatu negara tidak akan dimintai
pertanggungjawaban dengan membatasi
irriunitas negara lain terhadap sengketa-
sengketa yang muncul dalam kondisi-kondisi
khusus.^®

Kecenderungan untuk tidak menerapkan
imunitas absolut oleh negara-negara antara
lain nampak dari perundang-undangan
negara-negara yang secara spesifik mengatur
masalah imunitas negara. Tahun 1972
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kelompok negaraEropa berhasil mengeluarkan
European Convention on State Immunity and
Additional Protocol. Konvensi regional in!
merinci suatu daftar kasus dan situasi di mana

imunitas yurisdiksional tidak dapat diklaim,
sebaliknya konvensi menjunjung tinggi kaedah
dasar bahwa harus ada yurisdiksi absolut bag!
negara berdaulat.^"

Selanjutnya Amerika Serikat jugabertiasil
mengundangkan Foreign Sovereign Immunity
Act 1976 (FSIA). Undang-undang ini pada
prinsipnya menjamin imunitas kedaulatan
asing sebagaimana yang diatur oleh Pasai
1604 FSiA. Undang-undang .serupa juga
dimiliki oleh mayoritas negara "antara lain
meiaiui foreign state immunity acf-mereka
masing-masing, seperti Inggris meiaiui State
immunity Act 1978, Australia meiaiui States
Immunities Act 1985. Undang-undang tersebut
pada dasarnya mengatur hai yang sama
menganut imunitas restriktif. Commercial ac
tivity pada umumnya. > •

Satu hai yang penting untuk dicermati
daiam kaitannya dengan imunitas negara
asing adalah adanya pengkatogorian imunitas
negara asing tersebut daiam dua.hal yaitu
imunitas terhadap yurisdiksi pengadiian
nasional serta imunitas terhadap eksekusi
putusan pengadiian. Apabiia imunitas yang
pertama erat kaitannya dengan kewenangan
mengadiii, pengadiian nasional maka
imunitas kedua erat kaitannya dengan
imunitas the property ofstate.^' Berdasarkan
imunitas kedua maka statepropertytidak dapat

^ostarke, op.cit, him. 286
'̂Dixon, Martin, op.cit, him. 182

""Ibid

disita atau dieksekusi .kecuaii-state property
yang digunakan untuk tujuan komersial.
Kurang atau tidak adanya perintah eksekusi
khusus yang menyertai suatu putusan
pengadiian nasional terhadap negara asing
berakibat bahwa negara forum tidak dapat
mencegah pengaiihan aset-aset milik negara
asing tersebut yang saat itu sebenamya adadi
bawah yurisdiksi negara forum yang diiakukan
negaraasing tersebutsupaya tidak dibekukan
oleh negara forum. Satu kelemahan iagi
sampaisaat ini posisi banksentralatau otoritas
keuarigan iainnya beserta aset-aset yang
mereka miiiki tidak pernah dikategorikan
sebagai untuk tujuan commercial. Bahkan
ketika iembaga-lembaga keuangan tersebut
sudah merupakan entltas yang terpisah (sepa
rate entityy^ Sebagai contoh daiam kasus
Alcom VRepublic Columbia tahun. 1984,
penggugat tidak dapat memperoieh ganti rugi
yang telah ditetapkan pengadiian karena
rekening miiik Columbia yang ada di negara
forum digunakan untuk membiayai kebutuhan
kedutaan Columbia. Kondisi yang masih
berlaku sampai saat ini tentu menjadikan
penghambat daiam proses penegakan
hukum. Pihak penggugat hanya menang di
ataskertas tetapi tidak dapat memperoieh ganti
rugi karena terhambat aturan imunitas state
property daiam hukum internaional. Dengan
demikian penegakan hukum terhadap putusan
pengadiian nasional akan sangat tergantung
pada ada tidaknya aset negara asing yang
bukan untuk tujuan komersial yang ada di
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negara forum serta etikad baik dari negara
asing yang digugat tefsebut untuk
melaksanakan putusan pengadilan nasional.?^

Penyiksaan sebagai.Pelanggaran Berat
HAM dan Jus Cogens

Istilah dan pengertian peianggaran HAM
yang berat ditemukan antara lain dalam UU
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (HAM) serta UU Nomor 26 Tahun
2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam
Penjelasan Pasal 104 UU Nomor 39 Tahun
1999 dikemukakan bahwa yang dimaksud
dengan peianggaran HAM yang berat adalah
pembunuhan massal {genocide),
pembunuhan sewenang-wenang atau di luar
putusan pengadilan {arbitrary/ extra judicial
killing), penyiksaan, penghilangan orang

•secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi
yarig dilakukan secara sistematis {systematic
discrimination). Adapun menurut UU Nomor
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,
peianggaran HAM yang berat meliputi
kejahatan genocida dan kejahatan terhadap
kemanuslaan.2^

Apabila undang-undang nasional Indone
sia menggunakan istilah peianggaran HAM
yang berat, Statute Roma 1998 yang
sebenarnya menjadi rujukan UU Nomor 26

Tahun 2000 menggunakan istilah the most
serious crimes.The Mostserious crimes yang
menjadi yurisdiksi /nfemaf/ona/ Criminal Court
(ICC) menurut Statuta tersebut, meliputi:^® •
a. the crime ofgenocide .
b. crimes against humanity
c. war crimes

d. the crime of agression
Tercakup dalam crimes against human

ity memrui Statuta Roma 1998 antara lain
adalah tortur^^ yaitu the intentional infliction
ofseverepain orsuffering, whetherphysical or
mental, upon a personinthecustody or under
the control of the accused, except that torture
shallnotJnclude pain orsuffering arising oniy
from, inherentin or incidental to, lawful sanc
tion

Masalah peianggaran HAM yang berat
sebenarnya telah lama menjadi perhatian
dunia intemasional. Ide dan pemikiran untuk
mengadili para pelaku kekejaman dan
peianggaran HAM yang^ berat tersebut
mengajami sejarah perkembangan yang
cukup panjang. Ide dan pemikiran tersebut
telah muncui dan dikenal sejak jaman Yunani
Kuno, yaitu dengan terjadinya penuntutan
terhadap parapelaku kekejaman dalamkonflik
bersenjatayangbrutal, atas dasar standar nilai
dan norma kemanusiaan yang bersumber
pada filsafat dan agama.^®

"/f)/d,hlm.185-186
^*Pasal'7 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
"Rudi Rizk, "Proses Penyelesaian Kasus Peianggaran berat HAM", makalah pada penataran

hukum HAM danHumaniter intemasional, kerjasama ICRC dengan Unilak, Pakanbaru, 25Juli-2 Agustus
2003

^Pasal 5 Rome Statute of the International Criminal Court 1998

^Pasal 7(f) Rome Statute ofthe Iniemational Criminal Court 1998
2®Muladi, "Berbagai Dimensi Peradilan HAM", makalah padaPenataran Nasional Hukum Pidana

danKriminoiogi, Kerjasama ASPEKUPIKI danFH Ubaya, Surabaya, 14Januari, 2002, him. 1,sebagaimana
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Larangan penyiksaan (torture) termasuk
dalam hak-hak asasimanusia yang tidak dapat
dikurangi (non derogable) serta intisarl dari
hak asasi manusia [hard corerights) atau hak
yang paling mendasar yang hams dihormati
baik dalam keadaan damai maupun dalam
keadaan perang sebagaimana juga hak hidup,
larangan perbudakan jaminan peradilan dan
prinsip perlakuan non diskriminasi.^®

Pada tanggal 10 Desember 1984, MU
PBB melalui ResolusI 39/46 berhasil
mengesahkan Kovensi untuk menentang
penyiksaan dan Perlakuan atau hukuman lain
yang kejam, tidak manusiawi dan
merendahkan martabat manusia {Convention
Against Torture and Other Cruei, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment).
Konvensi ini bertujuan untuk mencegah dan
mengakhiri berbagai tindakan penyiksaan,
perlakuan dan pemberiaan hukuman yang
kejam, tidak manusiawi dan merendahkan
martabat manusia yang acap dilakukan oleh
pejabat-pejabat publik atau aparatur
pemerintah dari banyak negara di dunia
terhadap tersangka yang tidak berdaya.
Perlakuan kejam dan tidak manusiawi tersebut
dapat bempa intimidasi, paksaan, pemukulan
atau melukai atautindakan yang menimbulkan
rasa sakit secara fisik dan mental terhadap

korban dengan tujuan untuk memperoleh
pengakuan, Informasi, atau persetujuan dari
tersangka atau orang yang tidak berdaya
tersebut. Adapun perlakuan atau
penghukuman yang merendahkan manusia
dapat berupa memakan dan minum
kotorannya sendiri atau orang lain,
menelanjangi, makan mmput, dan Iain-Iain.^

Larangan penyiksaan dalam hukum
internasional diakui mendapatkan status
sebagai juscogens Jus Cogens atau peremp
tory norms menumt Pasal 53 Konvensi Wina
1969 tentang Perjanjian Internasional adalah
suatu norma yang diterima dan diakui oleh
masyarakat internasional secara keselumhan
sebagai suatu norma, yang tidak boieh
dllanggar dan hanya dapat diubah oleh suatu
norma dasar hukum internasional umum yang
bam yang mempunyai sifat yang sama. '̂

, Pengertian yang diberikan pasal tersebut
cukup sulit untuk dipahami karena tidak
memberikan gambaran yang jelas /
karakteristik yang diperlukan mengenai mang
lingkup jus cogens. Dalam kaitannya dengan
ketidakjelasan tersebut Agrawala mencoba
untuk menafsirkan dengan mengemukakan
adanya 3 elemen penting yang terkandung
dalam Pasal 53 yaitu:^^

dikutip oleh Supriyadi, "Pelanggaran HAM yang berat Dalam Perspektif Hukum Pldana Nasional dan
Internasionar, dalam jumal MimbarHukum, No 43/11/2003, FH UGM, Yogyakarta, him. 21

^Andrey Sudjatmiko. "Perlindungan HAM dalam Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional",
dalam kumpulan tuiisan, Pusat Studi Hukum Humaniter, Usakti, Jakarta. 1999, hlm.103. Lihat juga Arlina
Permanasari, dkk, PengantarHukum Humaniter (.}akar{a: ICRC, 1999), hlm.341-342

^Abdul Hakim G. Nusantara, Konvensi PBB tentang Penyiksaan dan Periakuan atau Hukuman
Lain yang kejam tidak manusiawi dan merencfa/jkan martabat manusia, ELSAM, Jakarta, 1994, him 1

^ipasa; 53Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Intemasional
32Agrawala, SK, Essayson The Law ofTreaties, Orient Longmaannn, Bombaay-Calcutta-Madraas-

New Delhi, him 159
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1. a rule in question must be'a rule ofgen
eral international law •

2. itmust be one from wbicch no derogation
is permitted

3. it must be a rule which can be modified

only by a subsequent norm having the
same character

Apa yang dikemukakan di atas belumlah
memuaskan karena tetap belum memberikan
gambaran yang jelas atau parameter
mengenai jus cogens yang sesungguhnya.
Ada tiga kategori unsur yang dapatdipandang
bertentangan dengan jus cogens menurut
Waldock (sebagai seorangspecial rapporteur
dari International Law Ccmmision ), Yaitu:"
1. the use or threat of force In contravention

of the principle of the UN Charter
2. Intemationalso characterized by interna

tional law

3. Actor ommission whosesuppreeion Is re
quiredby intemational law
Diakui oleh ILC sebagai badan yang

mengkodlfikasikan pejanjian internasional
bahwa:^^

"the emergence ofrules having tocharac
ter ofjus cogens is comparatively recent,
while intemationallawis inprocessofrapid
development ...the right course to be pro
vide ingeneralterms thattreaty is void ifit
conflict with a rule of jus cogens and to
leave the full content of this rule to be

worked out in state practise and in
yuiisprudence of International tribunals..."

Dari pandangan ILC tersebut dl atas dapat
ditarik kesimpulan bahwa jus cogens
merupakan aturan-aturan dasar hukum
internasional umum yang dapat ditafsirkan
sebagai pub//cpo//cy(ketertiban umum) dalam
pengertian hukum nasional, Public policy (dan
yang serupa dengan itu) dapat muncul dari
setiap negara,misainya terdapat aturan-aturan
yarig melarang {prohibitory rules). Fungsl dari
setiap aturan yang melarang ini bertujuan
untuk menjaga atau mencegah para pihak
mengadakan suatu tindakan karena adanya
hasrat untuk berbuat sesuatu akan tetapi
bertentangan dengan aturan-aturan yang
mempunyal sifat melarang tersebut.^

Menurut Verdross.yus cogens hanyadapat
terbentuk melalui norma hukum kebiasaan

atau oleh konvensi multilateral. Meskipun
mengakui bahwa sampal saat ini tidak ada
kriteria yang jelas terhadap jus cogens, tetapi
ia memberikan 3 type ketentuaan jus cogens
dalam hukum inetmasional, yaitu:^®
1. those existing in the common interest of'

the whole intemational community
2. those created for humanitarian purpose
3. those introduced by the Charter of the

UnitedNationsagainsst the treaties or use
of force in the intemational relaation

Adapun Schwarzenberger berpendapat
bahwa untuk membentuk suatu jus cogens,
suatu aturan atau asas-asas hukum

internasional harus memiliki sifat yang univer-
. sal dan fundamental. Misainya asas-asas yang

'̂ AJIL, vol 64No 3,1970,him. 536, sebagaimana dlkutip Yudha Bhakti, ibid, him: 40
^Ibid . '

^Scwarzenberger, IntemationalLawandOrder, sebagaimana dikutip oleh Yudha Bhaktim ibid, him. 41
®®AJILVol60,1966,sebagaimanadikLitipoleh Agrawala,op.cS,hIm.158
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bersangkutan mempunyai arti panting yang
luar biasa {exceptionaally significant) dalm
hukum internasional. 01 samping itu asas
tersebut merupakan bagianyangesensial dari
sistemm HI yang ada atau yang berlaku.
Apabila sifat-sifat tersebut diterapkan maka
akanditemukan tujuti asas fundamental dalam
tubuh HI, meliputi kedaulatan, pengakuan,
permufakatan, itikad balk, hak membela diri,
tanggung jawab internasional, serta
kebebasan di laut lepas.^^

Masih pada masalah identifikais jus
cogens, Akehurst berpendapat a ruie cannot
become a peremptory norms unless it is ac
cepted and recognised (as such) by the inter
nationalcommunity of states community as a
whole.^^ Sementara Van Hoof mengemukakan
bahwa diperlukan double consent bagi
terbentuknya jus cogens. Tidak hanya untuk
suatu kaedah menjadi norma hukum
intemasional tetapi juga untuk diperolehnya
karakter international peremptory norms.^®
Beberapa hal yang bertentangan dengan jus
cogens menurut Browniie adalah perang
agresi, genocide, perdagangan budak,
pembajakan. kejahatan-kejahatan yang
bertentangan dengan kemanusiaan, self de
termination, diskriminasi ras, pelanggaran

terhadap UN Declaration on Permanent
Sovereignty over Natural resources.^

Dari apa yang dipaparkan di atas
meskipun parameterjus cogens belum jelas.
Dari apa yang dipaparkan di atas meskipun
parameter jus cogens belum jelas
sebagaimana diakui oleh Bishop bahwa
norma jus cogens masih dalam proses
mencari bentuk.^^ Sehingga senantiasa
mengundang perdebatan di antara para
sarjana hukum internasional/^ Namun untuk
larangan penyiksaan, kejahatan terhadap
kemanusiaan, tidak ada yang menyangkal
bahwa aturan ini memiliki status jus cogens.
Dengan demikian tidak dimungkinkan adanya
aturan lain yang menetapkan lain yang
bertentangan dengan aturan tersebut.

Pertimbangan-pertimbangan Hakim
dalam Kasus Al-Adsani

Sebagaimana telah dikemukakan
sebelumnya ECHR menguatkan putusan
pengadilan Inggris yang menyatakan bahwa
Inggris tidak mempunyai yurisdiksi terhadap
Kuwait mengingat Kuwait sebagai negara
berdaulat berhak atas imunitas di depan
pengadilan nasional. Dengan suara 9:8 ECHR

^^Sdiwanzerberger, InternationalLawandOrder, him. 27-28, sebagaimana dikutip oleh Yudha Bhakti,
JusCogens Dalam Konvensi Winaa 1969 tentang Perjanjian Intemasional, op.cit, him. 43

^Akehurst, Michael, AModem Introductionn toIntemattonalLaw, 4"^ edition, London, 1982, him. 41
Wan Hxf, Rethinking The Source oflntemationalLaw, Godefridus Josephus Henricus, 1983, him. 157
*°Mieke Komar Kantaatmadja, "Beberapa Masalah Pokok Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum

peijanjlap Intemaisonal", Diktat untuk 81 dan 82,Jurusan Hukum Intemasional, Fakultas Hukum Padjadjaran,
Bandung,1981, hlm.35

'̂ Yudha Bhakti, "Pengertian Jus Cogens Dalam Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian
Intemasionar, op.cit, him. 39

«/b/c/,hlm.7
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memutuskan bahwa Inggris tidak melanggar
Pasa!6 (1) The Convention for the'Protection
of HumanRights and Fundamental Freedoms
yang berbunyi Inthe determination ofhis civil
rights andobligations orofany cnminaf charge
against him, everyoneis entitled to a fairand
public hearing within a reasonable time by an
independent and impartial tribunal established •
bylaw.

Hal yang menarik dari pertimbangan-
pertimbangan hukum yang digunakan oleh
hakim adalah bahwa di satu-sisi hakim

mengakui bahwa larangan penyiksaan
memiliki statusyus cogens. Ada b'eberapa ju
dicial statement yang menempatkan larangan
penyiksaan sebagai jus cogens. Dalam kasus
Furundza yang diputus oleh The Intemational
Criminal Tribunal for the former Yugoslavia,
pengadilan dengan tegas menetapkan bahwa
larangan penyiksaan memiliki status sebagai
jus cogens atau peremptory norm, menikmati
kedudukan yang lebih tinggi dalam hierarkhi
intemasional dibandingkan treaty/awataujuga
'ordinary' customary law. Pemyataan serupa
juga dapatditemukan dalam'kasus-kasus lain
di pengadilan intemasional maupun nasional,
termasuk di The House of Lords dalam kasus

ex Parte Pinochet.^^

Namun demikian ECHR menyatakan
tidak manipu melihat (unable to discern) ada
instrumen intemasional yang memiliki status'
jus cogens pula yang memberikan dasar
hukum bahwa negara tidak lagi berhak
menikmati imunitas atas gugatan-perdata di
pengadilan nasional negara lain untuk kasus
penyiksaan yang terjadi diwilayahnya. Secara

Paragrafeo
**lbid, Paragraf62

•khusus disebutkan oleh ECHR bahwa tidak

ada theprimary international instrument, yaitu
Pasa) 5 Universal d Declaration of Human
Rights, Pasal 7 TheIntemational Covenanton
Civil.and Political Rights, juga Pasal 2 dan 4
UN Convention Against Torture and Other
Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or
Punishment yang-mehgatur mengehai
hilangnya imunitas negara tersebut.

Selanjutnya, ECHR juga mengakui
adanya perkembangan baru berupa pendapa
para pakar yang cenderung mengarah pada
diabaikankannya (denied) imunitas negara
dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia
yang mempunyai karakterjus cogens namun
demikian ternyata dalam praktek negara--
negara ternyata dalam sebagian besar kasus
tuntutan imunitas kedaulatan tetap berhasil-
sehingga tidak ada yang berubah dengan
imunitas negara dalam hukum kebiasaan
intemasional menurut ECHR/*

Di samping tidak mendapatkan dasar
hukumdalam hukum intemasional hakimjuga
menemukan bahwa penyiksaan yang dialami
Al-Adsani terjadi di luarteritorial negara forum
(Inggris) sehingga tidak masuk dalam
perkecualian terhadap imunitas negara

- sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (a) The
United Kingdom State ImmunityAct1978yang
menyatakan bahwa: A State is not immuneas
regards proceedings in respect of: (a)eath or
personal injury..., caused by an act or omis
sion in the United Kingdom..."

Ketentuan Pasal 5 TheState ImmunityAct
Act 1978 sendiri merupakan implementasi
dari-1972 European Convention on State Im-
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munity (The Basle Convention) yang telah
berlaku sejak 11 Juni1976.Pasal 11 The Basle
Convention menetapkan sebagai berikut:

"A Contracting State cannot claim immu
nity from the jurisdiction of a court of an
other Contracting State in proceedings
which relate to redress forinjury to theper
son or damage to tangible property, if the
facts which occasioned the injury or dam
age occurred intheterritory oftheState of
fomm, and iftheauthorofthe injuryordam-
age waspresent inthat territoryat the time
when those facts occurred

Di samping itu Pasal 15 TheBasle Con
vention menetapkan bahwa The Contracting
State shall be entitled to immunity if the pro
ceedings do not fall within the stated excep
tions.

Hak akses ke pengadilan bagatmanapun
tidaklah rtiutlak, tetapi tunduk pada
pembatasan-pembatasan yang cfiatur oleh
hukum nasional. Dalam kasus Al-Adsani,
ECHR mengemukakan bahwa imunitas
kedaulatan merupakan suatu konsep dalam
hukum intemasional, dikembangkan oleh
prinsip par in parem non habet imperium,
negara tidak tunduk pada yurisdiksi negara
lain. Pengakuan dan pemberian imunitas
kedaulatan pada suatu negara dalam suatu
civil proceedings memillki tujuan yang sah
berdasarkan hukum intemasional yaknl untuk
mengembangkan kesopanan dan hubungan
balk antar negara melalui penghormatan
kedaulatan negara lain."

Hakim Pellonpaa dalam concurring opin-
/on-nya menyatakan bahwa meskipun

"/bfd, paragraf54
"/b/d, paragraf 11-12

memberikan prioritas yang absolut terhadap
larangan penyiksaan sebagai suatu yang
progreslf, tetapi negara tetap harus hati-hati
terhadap timbulnya resiko pyrrhic victory.
Apablia pengadilan nasional mengabaikan
Imunitas negara asing dari proses pengadilan
maka konsekuensinya akan berdampak Jauh
pada imunitas publik property negara asing
dari eksekusi pengadilan nasional yang juga
merupakan prinsip yang diakui oleh
masyarakat intemasional. Kemenangan
dalam proses pengadilan tanpa bisa
mendapatkan ganti rugi yang dituntut karena
imun-nya public property adalah pyrrhic vic
tory. Prinsip imunitas negara diyakini dapat
meningkatkan kerjasama intemasional yang
kondusif. Praktek intemasional yang ada tidak
menunjukkan bahwadukungan terhadap erga
omnes atau sifat jus cogens kemudian
mewajibkan negara untuk menerima gugatan
perdata yang diajukan oleh korban
penyiksaan."

Hubungan antara Imunitas Negara,
Yurisdiksi Negara, Hak Asasi Manusia
dan Jus Cogens dalam Hukum
Intemasional

Dalam kasus AI-AdsanI diEuropeanCourt
of Human Right dikemukakan adanya Teori
hierarkhi normatif (The Normative Hierarchi
Theory). Menurut parapendukung teori ini sfa/e
immunity bukan jus cogens sehingga
kedudukannya lebih rendah dari larangan
melakukan penyiksaan (torture) yang
mempunyai karakterlstik khusus dalam
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hukum. internasional. Dengan demikian
menurut mereka dengan kedudukan yang.,
lebih rendah ini maka-imunitas negara akan
dicabut {abrogated) ketika negara meianggar
hak asasi manusia yang merupakan jus .
ccgais"

' Meskipun secara formal tidak pernah
digunakan sebagai landasan dalam putusan*
putusan pengadllan Amerika mengingat
masih banyak keraguan validltasnya, tetapi
teori hierarkhi, normatif mendapat banyak
dukungan dan para ahll hakim intemasional.
Tekanari-tekanan untuk digunakannya teori
hierarkhi np.rmatif banyak muncul dalam
tuntutan-tuntutan, pelanggaran HAM baik di
pengadilan Amerika maupun Eropa.Cassasea
mengemukakan bahwa pei;emptqry norm
dapat mempengamhi imunitas negara asjng,
dapat menanggalkan kekebalannya. Dengan
mengutip. dissenting opinion Hakim Wajd
dalam kasus Princz v'Federal. Republic Ger
many, pakar hukum intemasional yang .lain,
BianchI mengemukakan bahwa penerimaan
teori hierarkhi normatif dalam sistem ,hukum
Intemasional adalah suatu kebutuhan nyata
untuk menegaskan tidak adanya imunitas
negara untuk pelanggaran HAM berat.^

Bianchi, seorang • pakar hukum
internasional drai Eropa kontlnenlal
mengemukakan bahwa untuk menjamin
keadllan .dalam hukum internasional
mesyaratkan hakim untuk melakukan interpretasi
value oriented terhadap nomia-norma hukum
intemaisonal, memberikan keutamaan padajus
cogens seperti perlindungan HAM di atas

*'Caplan, Lee M, op. cH., him 1
"//)/d.h!m768
«/b/d.hlm.769-770

norma-nprma yang kurang. penting seperti
imunitas' negara.^®

•. Value oriented sebagaimana yang
dikemukakan Bianchi nampak dalam kasus
Prefecture of Voiotia v Federal Republic of
Germany di Pengadilan Yunani. Kasus ini
merupakan gugatan perdata terhadap
Pemerintah Jerman ynag pemah menduduki
Yunani Selaten selama Perang Duriia kedua.
Selama pendudu.kan tersebut'tentara 'Nazi
melakukan banyak pelanggaran. berat HAM
terhadap penduduk lokal khususnya di desa
Distomo, i^refeclure ofVlptia tahun 1944. Lima
puluh tahun kemudian, para penuntut yang
sebagian. besar merupakan keturunan dari
para korban Nazi mengajukan tuhtutan ganti
rugi pada Pemerintah Jerman di pengadilan
Yunani. Pengadilan Yunani memutuskan
bahwa Jerman tidak dapat meminta imunitas
ketika terbukti melakukan pelanggaran jus
cogens., Beberapa hal, pentirig., yang
dikemukakan pengadilan adalah sebagai
berikut;

• Ketika. negara meianggar peremptory
rio/m. hukum intemasional, ia tidak dapat
mengharapkan pengakuan hak
Imunitas.nya secara . hukum,
konsekuensinya ia dianggap telah
menanggalkan imunitasnya;

• Tindakan pelanggaran peremptory norm
tidak dapat dikualifikaslkan sebagai suatu
sovereign acts negara. Dalam kasus-
kasus tersebut defendant sfate tidak dapat
dipa'ndang melakukan sesuatu dalam
kapaSitasnya sebagai yang berdaulat;
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• Tindakan yang bertentangan dengan pe
remptory norm adalah null dan void dan
tidak dapat memberikan hak yang sah
seperti imunitas (dalam prinsip hukum
uitium dikenal sebagai ex Iniuria ius non
oritui]:

• Pengakuan'imunitas untuk sesuatu yang
melanggarperemptoryinternational norm
akan menimbulkan complicity dalam
hukum nasional untuk menghukum
tindakan-tindakan yang sangat
bertentangan dengan tata tertib hukum
intemasional [international public ordei)]

• Permintaan imunitas untuk tindakan-
tindakan yang melanggar peremptory
norms akanmenyebabkan penyalahgunan
hak;
Prinsip kedaulatan teritorial adalah
ketentuan yang fundamental dalam
hukum intemasional, mengalahkan
prinsip imunitas, negara yang melanggar
prinsip kedaulatan teritorial, menduduki
secara tidak sah teritorial asing tidak
mungkin dapat meminta penerapan
prinsip imunitas untuk tindakan-tindakan
yang dilakukannya selama pendudukan
yang ilegal tersebut.
Di tingkat Mahkamah Agung, putusan

pengadilan sebelumnya mendapat dukungan.
Pengadilan yang mengemukakan adanya torts
as exception to Immunity. Kekejaman yang
dilakukan Nazi adalah abuse of power,
sehingga Jerman tidak dapat mendasarkan
pembelaannya padaimunitas negara. Putusan
pengadilan Yunani ini sangat menarik karena
dimulai dari pembedaan privat dan publik
dalam hukum imunitas negara. Negara yang
menduduki wilayah negara lain harus
melindungi hak-hak tertentu yang merupakan •
jus cogens dari yang diduduki terutama hak-

hak family honor, life, privat property dan
kebebasan beragama berdasar Pasal 46 The
Hague Regulation,. Jerman. dianggap telah
menanggalkan kedaulatannya secara diam-
diam dengan melakukan pelanggaran
tersebut. Putusan Pengadilan Yunani
memberikan kontribusi yang sangat besar
terhadapeksistensi teori Hierarkhi Normatif. .

Menanggapi apa yangdikemukakan teori
hierarkhi normatif, Caplan mengemukakan
bahwa sebenamya tidak ada konflik antara
norma hukum intemasional imunitas negara
dengan larangan penyiksaan. Konflik yang
terjadi sebenamya adalahantara perlindungan
HAM dengan hak negara forum untuk
mengatur otoritas organ judicialnya (Right of
adjudlcatory jurisdiction). Imunitas negara
merupakan peritecualian dari prinsip yurisdiksi
teritorial dan sebagai hukum kebiasaan
intemasional, tidak mencakup pelanggaran
HAM. Litigasi perlindungan HAM ada pada
tingkat domestik dan sebagai pelaksanaan
Right of adjudlcatory jurisdiction. Negara fo
rum memiliki otoritas terakhir untuk

menetapkan imunitas negara asing termasuk
menetapkan tertutupnya pengadilan nasional
untuk litigasi HAM negara asing. Perlindungan •
imunitas negara asing terhadap pelanggaran
HAM yang dilakukannya bukanlah prosedur
hukum intemasional. Dengan demikian
sebenamya konflik yang terjadi bukan antara
jus cogens dan imunitas negara tetapi antara
jus cogens dan prinsip adjudlcatory jurisdic
tion. Norma HAM dan sfafe imunity saling
menguatkan satu sama lain, mengatur aspek-
aspek yang khusus dan berbeda dari interna
tional legal order. Di satu sisi norma HAM
melindungi hak individu yang tidak dapat
dicabutdan sah secarahukum pelaksanaannya
terhadap interfe'rensi negara dan
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penyalahgunaan.kekuasaan aparat negara,
disisi lain norma ' imunitas negara
memungkinkan aparat negara untuk
membawa fungsi publik mereka secara efektif
untuk menjamih the orderly conduct of inter-
rw1-rra1 TP>'htT-r>g^Q

Untuk menunjukkan adanyakonflik antara
norma hukum internaslona!, teori hierarkhi
normatif harus" bisa-membuktikan adanya.
norma jus cogens yang melarang mengakul
Imunitas negara asing dalam kasus
pelanggaran HAM. Sayang sekali hal ini tidak
dapat dibuktikan oleh para pendukung teori
tersebut.

Kelemahan teori hierarki normatif yang
lain menurut Caplan adalah bahwa Para
pendukung' teori hierarkhi normatif gagal
untuk membuat daftar yang tepat norma-
norma HAM yang mempunyai sifat peremp
tory Dengan kondisi karakter jus cogens yang
undefined, teori hierarkhi'normatif akan
berpotensi melucuti imunitas negara asing,
yang dapat menimbulkan masalah tersendiri
bagi pengadilan-pengadilan nasional.
Pengadilan-perigadilan nasional akan berada
pada posisi yang sulit. Teori hierarkhi normatif
tidak hanya akan mencabut hak-hak negara
forum untuk mengaturakses ke pengadilannya
sendiri tetapi juga akan memaksa mereka
menetapkan apakah suatu norma hukum
intemasional tertentu sudah memperoleh sta
tus jus cogens atau belum, suatu.pekeijaan
yang belum terseiesaikan oleh para p'akar
hukum intemasional sampai saat ini.

Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa

secara logika, teori hierarkhi normatif akan
mensyaratkan pengadilan-pengadilan
memperlakukan pelanggar/i/s cogens secara
seragam, termasuk norma jus cogens yang
tidak berhubungan dengan HAM sepertipacta
sunt servanda. Mengijinkan pengadilan
menetapkan parameter jus cogens melalui

. penerapan teori hierarkhi normatif akan
merusak prinip pemisahan kekuasaan {sepa
ration of powers) yaltu memindahkan foreign
policy making power dari bidang politik
pemerintah ke pengadilan. Akhirnya
sebagaimana yang dikemukakan oleh hakim
Pellonpa dan Bratze dalarh kasus Al-Adsani.
pengadopsian teori hierarkhi normatif akan
menjadi langkah pertama yang dapat
mengeliricirkan dan mengancam tata tertib
serta kerjasama Intemasional antara negara-
negara; dimulal dengan mencabut Imunitas
negara asing darl yurisdiksi teritorlal yang
kemudian akan menjalar cepat ke imunitas
terhadap sfafe property.

Sebagaimana telah dikemukakan
sebelumnya, konflik yang terjadi di lapangan
adalah pada pondasi norma litigasi HAM yaitu
antara periindungan HAM dengan prinsip ad-
judicatory jurisdiction. Para perigkritik teori
hierarkhi normatif mempertanyakan sejauh
mana hubungan keduanya. Apakah prinsip
yurisdiksi negara seperti kebebasan negara
untuk melaksanakan yurisdiksi teritorialnya
melalui institusi pemerintahnya sendiri
termasuk pengadilan nasionalnya bukan
merupakan jus cogens? Menanggapi
masalah ini, Shaw mengemukakan bahwa

^Ibid

"Concurring Opinion ofJudgeBratze, paragraf12dan Concurring Opinion ofJudgePellonpaa,
paragraf 8-9
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Prinsip juhsdiksi negara merupakan prinsip
inti {core,principle) hukum internasional,
menjpakan bangunan dasar jntemational le
gal order,-... '"the principle whereby state is
deemed to exercise exclusive power over its
territory .can be regarded as a fundamentai
axiom of classical intemationai law " Lebih

ianjut Shaw mengemukakan bahwa sebagian
besar aturan-aturan dasar hukum intemasional

memberikan nilai tertinggi pada peiiindungan
Integritas terltorlal, kemerdekaan dan
persamaan negara."

Sampai saat Inl dapat dikemukakan
bahwa dalam bidang-bidang HAM,dan hukum
lingkungan internasional yang merupakan
bidang hukum intemasional yang relatif tjaru
tidak dapat dikatakan bahwa aturan-aturan
intemasional di^kedua bidang tersebut akan
membatasi otoritas negara untuk menetapkan
yurisdiksinya sendiri atas negara asing."
Hakim Marshal dalam kasus klasik the Schoo

ner mengemukakan bahwa... jurisdiction is
eclusive and'absolute , any exception to the
jurisdiction ofstate mustbe based on itscon
sent."

Apabila prinsip yurisdiksi negara
sedemikian pentingnya bagi masyarakat
intemasional dan mendapatstatusjus cogens,
maka dalam kaitannya denganmasalah litlgasi
HAM dapat menimbulkan konflik baru antara
dua jus cogens. Masalahnya adalah adakah
hierarkhi norma-norma tubuh jus cogens itu
sendlrl. Jika ada, jus cogens mana yang

mendapat posisi leblh atau paling utama,
yurisdiksi teritorial negara atau peiiindungan
HAM? Prinsip imunitas negara, yurisdiksi, HAM
dan jus cogens merupakan prinsip-prinsip
penting dalam hukum internasional yang
saling melengkapl satu sama lain. Prinsip-
prinsip tersebut tidaklah dapat kita
pertentangkan satu sama lain berdasarkan
tinggi rendah kedudukan prinsip tersebut
sebagaimana yang. dikemukakan para
pendukung teori hierarki normatif. Teori
hierarki normatif dalam beberapa hal tidak
dapat, memberikan ,klarifikasi yang
memuaskan para penentangnya. Teori yang
mengargumenkan bahwa-prinsip yang
memperoleh status jus cogens akan
mengalahkan prinsip.yang.tidak memiliki sta
tus tersebut tidak dapat menjelaskan
bagaimana ketika konflik terjadi antara dua
prinsip jus cogens. Sampai saat ini prinsip jus
cogens belum jelas parameternya. Sampai
saat ini pula belum pemah ada aturan yang
menetapkan hierarki sesama aturan jus
cogens. Akan sangat membingungkan dan
tidak memberikan kepastian hukum biiamana
teori ini' diterapkan dalam hubungan
internasional.

Berkaitan dengan lemahnya teori hierarki
normatif juga berdasarkan latar belakang
munculnya prinsip imunitas negara
sebagaimana dipaparkan di.atas, Caplan
mengusulkan apa yang dinamakannya Teori
Collective State Benefit. Berdasarkan teori ini

"Shaw, Malcolm, hlm.331
53//>(d,hlm.332
®*Mark Gibney, KatarinaTomasevski and JensVedsted-Hansen, "Transnational State Responsibilty

for Violation ofHuman Rights, dalam Harvard Human Rights Journal. Vol 12, Spring 1999, hlm.3
®®Oppenheim, 391
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perbuatan negara asing yang tidak sesuai
dengan prinsip hubungan intemasional yang
saling menguntungkan akan gagal
memperoleh imunitas karena berada di luar
perjanjian hukum imunitas negara asing.
Contoh yang dapat dikemukakan adalah
tindakan negara-asing yang membahayakan
kepentingan vital negara forum seperti
pelanggaran MAM terhadap warga negaradari
negarafomm. Dengan demikian pembatasan
imun tidaknya negaratidak pada masalah jure,
gestionis aiau.jure /mpen/sebagaimana yang
dikemukakan oieh teori imunitas terbatas tap!
pada apakah tindakan - negara asing
membahayakan kepentingan vital negara fo
rum atau .tidak.®® Dengan parameter ini
diharapkan hukum.nasional dapat lebih akurat
menetapkan dalam hukum nasionalnya
mengenai adjudicatory jurisdictior) yang
dimilikinya."

Meskipun negara forum berhak
memodifikasi hukum nasionalnya ke arah
perlindungan yang lebih balk akses korban
HAM .tetapi menurut Caplan negara harus
tetap mengingat koridor -koridor tertentu
dalam hukum intemasional, antara lain:®®
1. setiap perubahan kebijakan imunitas

negara asing di negara forum harus
konsisten dengan aturan intemasional
tentang adjudicatory jurisdiction

2. negara forum harus tunduk padabeberapa
prinsip utama hukum intemasional

sebagaimana ditetapkan dalam Piagam
PBB seperti prinsip penyelesaian

• sengketa secara damai, perlindungan
HAM, juga kemerdekaan dan kedaulatan

- negara lain.
Menanggapi putusan ECHR yang

dipandnag tuidak berpihak pada keadilam
korban pelanggaran HAM berat, Femari Bravo,
dalam dissenting opinion-nya menyesaikan
ketidakberanian hakim dalam mengeluarkan
putusan kasus Al-Adsani. Ferrari menyatakan
bahvi/a ECHR telah kehilangan peluang
emasnya untuk menetapkan sanksi terhadap
tindakan penyiksaan. Dengan mengutip kasus
Regina v Bow Street Metropolitan Stipendiary
andothersjugakasus ex partePinochetUgarte
Maret 1999, Ferrari menyatakan bahwa efek
dari status juc cogens larangan penyiksaan
adalah bahwa penyiksaan merupakan
kejahatan di bawah hukum intemasional. Hal
ini berarti setiap negara memiliki kewajiban
untuk mmeberikan kontribusi terhadap
penghukuman penyiksaan dan tidak dapat
bersembunyi dibalik argumen-argumen for
mal seperti pembedaan prosedurperdata dan
pidana untuk menghindarkan diri memberikan
keputusan {judgment}

Pendapat Ferrari juga didukung oleh
hakim Rozakis dalam jointdissenting opinlon-
nya yang menyatakan bahwa dengan
mengakui status larangan penyiksaan sebagai
jus cogens maka seharusnya hambatan

®®Parameter kepentingan vital negara forum sebagaimana yang dikemukakan Caplan lewatteon
co//ecf/ve state bene//f-nya juga.dapat menimbulkan masalah baru bilamana tidak ada ukuran yang jelas apa
yang dimaksud dengan kepentingan vital.

^Ibid •

Vid.mm- - '
®®Dissenting opinion ofJudge Ferrari Bravo, paragraf 1-4
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prosedurdalam hukum nasional sebagaimana
yangdikemukakan hakim ECHR hilang secara
otomatls. Pembedaan kasus perdata dan
pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh
ECHR tidaklah penting dewasa ini khususnya
dalam pelanggaran HAM berat sebagaimana
yang dilakukan Kuwait. Hal yang lebih penting
adalah memberikan legal efekterhadap aturan
jus cogens yang telah dilanggar Terlebih lagi
bila hakim ECHR menyadari bahwa imunitas
negara asing hanya mempakan perkecualian
yang diberikan oleh negara fonjm.®°

Senada dengan dua dissenting opinion
di atas, Hakim Loucaides menyatakan
keprihatinannya terhadap putusan ECHR yang
hanya melihat dari sisiformalitasnya saja dan
tidak berani melakukan terobosan baru.

Selimutimunitas yang digunakan ECHR balk
berdasar hukum intemasioni maupun hukum
nasional yangditerapkan pengadilan menurut
Loucaides adalah tidak proporsional,
merupakan hambatan terhadap proses
penegakan hukum HAM, pengingkaran hak-
hak korban penyiksaan untuk mendapatkan
ganti rugi

Simpulan

Pertimbangan-pertimbangan hukum
yang digunakan hakim ECHR sebagaimana
dikemukakan di atas memang dapat
dibenarkan berdasarkan hukum intemasional

maupun hukum nasional Inggris.Iidak ada
sumber hukum yangmemillkl statusjus cogens
yang melarang diberikannya imunitas kepada
negara pelanggar larangan penyiksaan.

Meskipun banyak pendapat para pakar HAM
yang menyatakan perlu dihapuskannya
imunitas negara ketika negara melanggar
HAM berta tetapi dalam praktek permohonan
imunitas negara tetaplah diberikan atau
diutamakan oleh negara forum.dengan
demikian tidak ada yang berubah dnegan
hukum kebiasaan intemasional. Demikian
pula, karena penyiksaan terhadap A!-Adsani
terjadi di luar teritorial Inggris maka
berdasarkan hukum nasional Inggris tidak
termasuk pada perkecualian dimana negara
tidak berhak atas imunitasnya.

Balk imunitas negara asing yang
merupakan bagian dari prinsip yurisdiksi
negara maupun larangan penyiksaan yang
mempunyai status sebagai jus cogens
merupakan prinsip-prlnsip penting hukum
intemasional. Keberadaannya saling
melengkapi satu sama lain tidak dapat
dipertentangkan tinggi rendahnya
sebagaimana yang dikemukakan teori
hierarki normatif.Meskipun imunitas negara
hanya berstatus hukum kebiasaan,tetapi
keberadaannya sangatpenting untuk menjaga
kedaulatan negara juga keharmonisan,
kerjasama dan tata tertib intemasional. Dalam
kasus Al-Adsani sebenamya tidak ada konflik
antaradoktnm imunitas negarayang berstatus
hukum kebiasaan intemasional dengan
larangan penyiksaan yang berstatus jus
cogens. Konflik yang terjadi adalah antara
aturan perlindungan HAM dan adjudicatory
jurisdiction dalam hukum nasional Inggris.

Kasus Al-Adsani semakin membuktikan

bahwa Pengakuan terhadap indivi.du sebagai

^JointDissenting Opinion ofJudgesRozakis andCaflisch Joined byJudgesWlldhaber, Costa,
Cabral Barretoand Vajic, paragraf, paragraf3-8
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subyek hukum'internasionai masih sangat
lemah dan terbatas. Individu tidak lebih dari

sekedar obyek yang dapat dimintai
pertanggungjawaban ketika ia melakukan
kejahatan-kejahatan intemasional. Sebaliknya,
individu sangat sulit menuntut haknya ketika ia
dirugikan, terlebih blla hegara dimana la
menjadi warga negara tidak mau membela
dan mempenuangkan hak-tiaknya yang sudah
diianggar negara lain.' '

Kasus AI'Adsani juga membuktikan
adanya keyakuman dalam hukum
intemasional khususnya menyangkut
penegakan hukum HAM. Sudah saatnya
aturan HAM intemasional menegaskan bahwa
negara tidak dapat beiiindung dibalik selimut
''imunitas"-nya ketika melakukan pelanggraan
HAM berat. Akan sangat tidak adil bagikorban
penyiksaan seperti Al-Adsani bilamana
imunitas negara tetap diutamakan karena
berarti menutup aksesnya ke pengadilan
negaranya sendiri untuk meminta ganti rugi
negara asing yang melakukan penyiksaan
terhadapdirinya. Apalagi upayajalurdipiomatik
yang telah diupayakannyapun gagal karena
Pemerintah Inggris tidak menanggapinya. Jalur
pengadilan internasioanl seperti Mahkamah
internasionaipun akan tertutup baginya bila
Inggris tidak mau mewakilinya atau biiamana
Kuwait tidak setuju'membawa kasus ini ke
Mahkamah Intemasional. Upaya. ke
pengadilan Nasional Kuwait tentu akan lebih
sulit lagi. Putusan yang adil tentu akan sulit
didapatkannya. Disamping itu jaminan
keselamatan dirinya dl Kuwait tentu
menjpakan persoalan yang serius Juga.

Selanjutnya, darikasus ini nampakbahwa
Teori klaslk hukum intemasional tentang
Imunitas negara terbatas yang berlaku saat ini
yang membedakan tindakan negaradalam lure

imperil dan lure gestionis sudah tidak
mencukupi kebutuhan lagi.

Belajar dari kasus Al-Adsani sudah
saatnya dewasa ini instrumen HAM
inter'nasional menegaskan bahwa negara
dapat digugat secara perdata atas
pelanggaran HAM berat yang dilakukannya
tanpa rriembatasi nasionalltas pemohon
gugatan, tempat terjadlnya pelanggaran HAM
berat tersebut serta forum atau pengadilan
apa yang digunakan. Negara otomatis akan
kehllangan imunitasnya ketika ia melakukan
pelanggaran HAM berat. Agar supaya tidak
terjadi kemenangan pihak penggugat ynag.
hanyakemenangandiatas kertas maka sudah
saatnya pula ada instumen hukum
intemasional balk bilateral maupun regional
ataupun yang universal untuk mengatur lebih'
lanjut dari imunitas state property6a\amkasus
pelanggaran HAM berat bilamana negara
asing tersebut tidak mau tunduk atau
melaksanakan putusan pengadilan nasional
negara forum. Disamping itu, sudah saatnya
pula negara-negara memiliki instrumen
nasional tentang imunitas negara asing di
pengadilan nasionalnya -yang tidak hanya
berparameter pada apakah tindakan negara
itu juregestionis ataujure imperii sa]a. Imunitas
negara asing hanya merupakan perkecualian
yang diberikan oleh negara forum, dengan
demikian negaraforum berhak tidak mengakui
imunitas tersebut ketika terjadi pelanggaran
HAM berat. Penggolongan tradislonal ini
terbukti sudah tidakmencukupi kebutuhan lagi
dalam hubungan intemasional saat ini.
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